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TENTANG

PENETAPAN TNDIKATOR KINERJA UTATT{A TAHUN 2024 - 2026

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor :

Lampiran

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakatr ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN l5/20A7 tentang

Pedoman Umurrr Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi

Pemerintah. perlu menetapkan Indiktor Kinerja Utama Pemerinlah di

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purw'akarta

Undang-Undang Nornor I4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah kabupaten dalam Lingkungan hovinsi D.iawa Barat (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Pur*-akarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 285 l):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20l4 Nomor 244. Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun

245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (l-emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Clara

Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lemtraran

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan kmbaran
Negara Repuhlik lndr:nesia Nomor 4663);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntahilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 80);

Peraturan Merrteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nclmor :

PER/2O/M.PAN/l 1i2008 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja
[Jtama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomclr 16 Tahun 2008 tentang

Rencara Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Purwakarta'Iahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purw.akarta
'Iahun 200E Nomor I6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pur*akarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarla Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

l)aerah Kabupaten Purwakarta Nornor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(l-embaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor l);

il Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana

Fenrbangunan Daerah (RPD) Kabupalen Purwakarta lahun 2024-2CI26

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

Tembusan disampaikan kepada :

l. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. lnspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

UIfMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utartra sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini. rnerupakan Acuan Untuk Ukuran Kinerja yang

digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan. rnenyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran.

Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Menyusun Laporan

Akuntabilitas Kineqla serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
sesuai dengan l)okulnen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan

kepada Bupati Pur -*akarta;

Keputusan ini mulai ditrerlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal : o? Februari 2024

HIDIJP

/ IVc
199203 r 006



Lampiran :

Surat Keputusan

Nomor :

Ianggal :

Tenrang :

I (Satu) Lembar
Keoala Dinas I-inskunsan Hiduo$/w .1rG . Bs /**.'
&L l;ebruari 2024

l*n"rrpun Indikator Kincrja Urama di l.ingkungan
Dinas l"ingkungan t{idup Kabupaten Punvakarta T'ahun
2021-2426

l. Nrma Organisasi : Dinas l,ingkungan Hidup

2- Tugas

3. Fungsi

Mcmbantu Bupati Mclahsanalian urusan Pemerinlahan di Bidang Lingkungan Hidup,vang Mcnjadi Kewenangan
Daerah

& Pcrumusan Ketrijakan. Program dtrn Kegiatan urusan Pcmcrintahan Bidang l.ingkungan Hidup:

b. Pelalisanaan Kcbijakan. ltogrum dan Kcgiatan tJrusan pcmerintahan llidarig l.ingkungan tlidup:

c. Pelak.sanaan Evaluasi dan PelagranPenyelenggaraan LJrusan Pemerintahan Bidang Lingkungan l{idup:

d. Pclakmnaan Administrasi Lirusan Pemerintahan tlidang Linpfi.ungim Hidup: dan

e. Pelaksanaan Fungsi l.ainnya 
-v. 

ang diberikan oleh Bupali sesuai Lingkup I'ugas dan Fungsinla.

t. Indeks Kualitas

Lingkungar l"[idup

(lKt.H) KabiKota

Poin Definisi Oparasional :

IKI-H merupakan gambaran atau indikasi arval 1'ang
memberikan kurimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan
hidup pada lingkup dan periode tertcntu

Formulasi Pertitungan :

3 6111 = (3fflo X tKA) + (3tr2i, X IKLJ) + (30on X lK tl-)

a

Sumber Datu : DLII

Tcrlaksananl,'a

pengelolaan sampah di
wilayah Kab,/Kota

Persen Definisi Operasional :

Pengolahan sampah nrcnrpakarr halian prnring duliint

pcl)ilngari:rr sampah urrtuk rneruhirh sampah nri'ni:iijr
hrnlirk rirng It'hih rtahil tlarr tiritk nlrnciirtnn iingkrirrg;ur

lcrlit r1l'rijririt!1si .iur'}hh Sampah larrg hurus .liii;Ihrrn ili
I l).\ t I tnrpat I'cnrrrrs$\irl .,\khit).

ltslume timhulan sampah vanp ditangani
l'olu mc t i mbul o n sampah ke seluru hon

.r l()0 %

a

Sumber Data : l,PPl) l)l.ll

NO
TUJUAN DAN

SASARAN
INDIKATOR

KINERJA LiTAMA
SATT,iAN PENJf,LASAN

Trjuan : Meningkatkan Pengeloleen Lingkungao llidup dan Ketahrnan Bencana

Sas*ran : : Meoingkltny. Krrlihs Lingkungan



jawab usaha darv'atau

tcgiatan rcrhadap ititr
lingkungan. izin PPLH
dan PUU LII ).aflg
diterbi*an oleh

Pemerinlah Daerah

Kab/Kora

PenanSgung Pcrs!'r,

Keaatan penanggung.iawab usaha dalam hal ini arlalah
ketaaran p€laku usaha dan/ahu kegialan tcrhadap p€ratuftul
perundang-undangan Perlindungan dan pcngclolaan
I-ing&urgm Hidup

[:ormulasi Perhitungan :

Jumlah penanggung jawab usalw da*atau
kegiatan yang melanggar terhadap kin

linghrngan. dan izin ppllt 
-vanp

tliterbitkan Pemerintah Kafu Kota
usaha dan'atau kegiatan dilahtkan

pemeril*aun

Rumusan Capaiur C)utpur :

) Data izin PPLI I drn PIJTJ l-[l yang ditcrbi*trn oleh
pemerinmh daerah katlupatenAola

i Rasio p€jabat pengawas Ll.l di d:ur"ah (ppt.[{D) di
KabupatenlKola terhadap usaha yang izjn
lingliungan, izin PPLH dan PtJ{JLHyang
diicrbitkan oleh pemcrintah kabupaten,,kota

i Penetapan hak MHAterkait dengan pplt.l yang
bcrada di Daerah kabuparen/kota

i Terfasilitasinl,a kegiatan peningkatan
pengctahuan dan ketrampilan masy,arakat hokum
adat terkait PPLH

u Junrlah l,emhaga kemasl,arakatim ,vang ditrcrikiur
diklat

)) Penanganan Pengaduan masyaraliat terkait izin
lingkungaru izin PPI.H dan PLJ{.I l.tt y.ang di
rerbitkan oleh Pemcrintah dacrah kabupatcnlhota
lokasi usaha dan dampaknva di t)aerah
kahupatcn/kota 1.an g ditangani

x l(l0oh

o

Suuher l)ato : LPPD Ill-H

Dclinisi OpEmsionat ;

Perangkat Daerafi

SAKIP
S.\Kll' ;rdaluh Sistem Akuntabilitas Kineria Insransi
Pemerintahan- rlinrftr':ii .istcilr in i tricritpukirii intcgrair itu i

riiltnr lg1,jn1a1t3an. ii\tct11 pcnsan{.:gtran illrn :isterrt
p*l:,r;rtrriln (in*r-;rr. y etig r*lans rl*r-g;rn pcl&[silndan !ist!:t].l
aLr.r:rtabi i it:rr Lculursiui.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP

a

Sumber Data : KemenpanRB

Dctlisi

Kepuasan

Masy'arakat

Predikat Defiisi 0perasional :

Indeks Kepuasan Masl,arakil(lKM) adalah Data inlbrmasi
tentang ting*,at kc.pua-saan masyarakat 1 ang diperoL.h dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam mcmpcrolch pctayanan dari
apardtur pcnl'elenggara pela,vanan publik dcngan
membandingkan antara harapan dan kebuurhannya.

r-ilai predikat IK\,! hasil Surrei Kcpuasan Muslarakar

Sumher Dota Publik
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